BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-53b TAHUN 2023

TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Menimbang

Mengingat

TRIWULAN II (PERIODE BULAN APRIL — JUNI 2023)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Bupati Belitung
Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
mengatur bahwa hak pemerintah desa adalah memperoleh
bagian dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi
daerah yang dialokasikan kepada masing-masing desa,

bahwa sehubungan dengan telah disampaikannya data bagi
hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa
melalui surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor :
KU.13.01/791/BPKPD/2023 tanggal 25 Agustus 2023 hal
Penyampaian Data Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah ke Desa Triwulan II Tahun Anggaran 2023, perlu
ditetapkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada Desa Triwulan II (Periode Bulan April-Juni
2023);

bahwa Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a
dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 46});



Menetapkan

KESATU

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022
Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 113);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2012
tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 35);

14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2013
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Retribusi Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013
Nomor 69);

15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung
Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2021 Nomor 53);

16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TRIWULAN II (PERIODE BULAN APRIL - JUNI 2023).

Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada
Desa Triwulan II (Periode Bulan April-dJuni 2023) dengan
besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah jumlah total
Rpl1.133.281.447,00 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta
dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh
tujuh rupiah), dan besaran Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah
jumlah total Rp132.113.489,80 (seratus tiga puluh dua juta
seratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan
rupiah delapan puluh sen) dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
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Rincian alokasi kepada masing-masing desa yang ditetapkan
berdasarkan persentase kontribusi tiap desa, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa dibagi secara
langsung sebesar 10% (sepuluh perseratus) kepada desa yang
menghasilkan sumber-sumber objek pajak daerah Kabupaten
Belitung Timur.

Pembagian Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa dibagi
secara proporsional sebesar 10% (sepuluh perseratus) kepada
semua desa di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan realisasi
penerimaan masing-masing desa dengan persentase pembagian
sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara rata dan
sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional
dengan bobot persentase pembagian sebesar 80% (delapan puluh
perseratus) berdasarkan kontribusi retribusi masing-masing
desa, sebesar 10% (sepuluh perseratus) berdasarkan jumlah
penduduk masing-masing desa dan sebesar 10% (sepuluh
perseratus) berdasarkan luas wilayah masing-masing desa.

Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada
Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditetapkan
sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total realisasi pajak
daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur pada Triwulan [ Tahun 2023.

Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disalurkan
langsung pada rekening kas desa dan merupakan bagian dari
penerimaan desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa pada Tahun Anggaran 2023 serta
dipergunakan dan dipertanggungjawabkan menurut peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 SepveMBER 2023




LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45- 536 TAHUN 2023
TANGGAL : 4  SEPTEMBER 2023

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TRIWULAN II (PERIODE BULAN APRIL - JUNI 2023)

Total Bagi Hasil Pajak Rp 1.133.281.447,00
Total Bagi Hasil Retribusi Rp 132.113.489,80
Pajak Retribusi

No Kecamatan Desa v Nila % Nilad
1 |Manggar 1 |Buku Limau 0,30 Rp 5.482.502,40 1,82 Rp 2.398.455,16
2 |Baru 1,05 Rp 16.235.715,70 6,21 Rp 8.205.514,76
3 |Kurnia Jaya 0,65 Rp 13.529.968,90 2,78 Rp 3.677.636,49
4 |Lalang 0,41 Rp 7.063.218,10 2,17 Rp 2.863.065,63
5 |Lalang Jaya 0,52 Rp 10.412.269,60 2,30 Rp 3.040.153,03
6 |Padang 1,09 Rp 21.864.306,70 7,73 Rp 10.215.976,98
7 |Kelubi 0,35 Rp 5.818.407,10 2,03 Rp 2.679.043,36
8 |Mekar Jaya 0,39 Rp 9.125.172,10 2,36 Rp 3.122.289,29
9 |Bentaian Jaya 0,33 Rp 5.669.622,20 273 Rp 3.603.770,01
2 |Damar 1 |Air Kelik 0,36 Rp 5.668.557,30 1,97 Rp 2.600.307,68
2 |Mempaya 0,55 Rp 5.363.000,80 1,89 Rp 2.491.528,51
3 |Burong Mandi 0,30 Rp 5.532.893,60 1,86 Rp 2.454.039,80
4 |Mengkubang 0,37 Rp 9.025.149,55 2,41 Rp 3.186.249,27
5 [Sukamandi 4,88 Rp 12.134.551,40 251 Rp 3.309.874,14
; 1 |Mayang 0,35 Rp 8.411.579,50 1,97 Rp 2.603.664,13
3 |Kelapa Kampit =1 vubuk 0,43 | Rp __ 7.672.38540 | 3,10 | Rp 4.097.451,56
3 |Pembaharuan 0,42 Rp 9.610.355,00 3,50 Rp 4.629.741,35
4 |Mentawak 0,41 Rp 6.199.419,20 2,12 Rp 2.803.606,95
5 |Buding . 0,31 Rp 10.478.703,80 2,38 Rp 3.142.552,93
6 |Cendil 0,73 Rp 5.497.949,60 1,98 Rp 2.616.775,04
4 |Gantung 1 |[Selinsing 1,12 Rp 10.693.734,70 2,49 Rp 3.289.843,89
2 |Gantung 0,65 Rp 6.189.252,80 4,02 Rp 5.317.481,25
3 |Jangkar Asam 2,35 Rp 20.322.348,60 2,01 Rp 2.654.114,89
4 |Lilangan 15,46 | Rp 124.593.514,31 2,03 Rp 2.683.799,61
5 |Lenggang 1,08 Rp 14.110.897,85 3,39 Rp 4.479.159,10
6 |Limbongan 12,76 | Rp  192.134.174,46 2,02 Rp 2.667.340,24
7 |Batu Penyu 0,59 Rp 45.137.810,15 2,07 Rp 2.735.535,41
5 Simpang 1 |Simpang Tiga 0,32 Rp 5.599.824,50 2,07 Rp 2.738.077,35
Renggiang 2 |Renggiang 0,37 Rp 6.442.313,90 2,35 Rp 3.106.965,72
3 |Lintang 0,30 Rp 5.540.569,40 2,00 Rp 2.636.866,50
4 |Aik Madu 0,31 Rp 5.660.344,60 1,88 Rp 2.490.171,22
6 |Dendang 1 |Dendang 0,46 Rp 5.426.791,20 2,11 Rp 2.793.681,99
2 |Jangkang 0,31 Rp 5.545.437,41 2,16 Rp 2.859.515,17
3 |Nyuruk 0,38 Rp 6.865.898,91 2,11 Rp 2.789.236,32
4 |Balok 0,54 Rp 5.579.671,90 1,96 Rp 2.591.881,37
7 lempanspasage 1 SimPang Pesak 27,27 | Rp  285.713.219,80 3,35 Rp 4.426.445,71
2 |Tanjung Batu Itam 4,56 Rp 33.856.819,83 1,93 Rp 2.552.691,77
3 |Tanjung Kelumpang 5,12 Rp 28.940.431,81 2,19 Rp 2.890.613,12
4 |Dukong 11,85 | Rp  144.132.662,85 2,02 Rp 2.668.373,10

| 100,00 [Rp 1.133.281.447,00 [ 100,00 |[Rp 132.113.489,80 |
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